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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERLUISAHAAN PERSERCOAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

BANK PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG,

. bahwa perusahaan perseroan daersh dimaksudkan

untuk menyelenggarakan kemanfastan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermuba bagi
pemenuban hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karalkteristik dan potensi dacrah yang bersanghkutan dan
untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagail
salah satu sumber pendapatan Daerah;

. ‘bahwa dalam upaya meningkatkan perekotiomian

Daerah perlu menyesuaikan bentuk badan hulum,
nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan
usaha Perbankan yang lebih baik antara lain dengan
mengganti Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank
Perekonomian Rakyat sebapgai penggerak roda
perekonomian masyarakat;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Daesrah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perusahaan Perseroan Daecrah Bank
Perkreditan Rakvat Bank Pemalang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, petiu
menetapkan Peraturan Deersh tentang Perusahaan

Perseroan Daerah Bank Perckonomian Rakyat Bank
Pemalang:

. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana
telah beberapa kali dinbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomer & Tahun 2023 tentang Penectapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 68356);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi
Jowa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Menetapkan :

dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PEMALANG.

BAB1
HKETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
2,

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerinitah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daecrah vang memimpin
pelaksanaan wmsan pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pemalang,

Perangkat Daerah adalah unsur pémbantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah dalam pettyelenggaraan
Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah
Otonom.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pemalang.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjuinya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Pemalang.

Badan Usaha Milik Daerah yang sclanjutnyva disinglkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Persercan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan petrjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terhagi dalam
saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi
kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai usaha milkro
dan kecil.

Bank Perekonomian Rakyat adalah yang selamjuinya
disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral
secara langsung;

Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut
Persernda adalah BUMD vyang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnyn terbagi dalam saham yang
seluruhnya atau paling sedilat 51% (lima puluh satu
perscn) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian
Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut PT BPR
Bank Pemalang (Persercda) adalah Perusahaan Perseroan
Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibag
dalam ssham, yang seluruhnya atau paling sedildt 51%
(ima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Rapat Umum Pemegang Saham vyang selanjutnys
disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) vang memegang kKelnrasaan tertinggi dalam PT
BPRE Bank Pemalang (Perseroda) dan memegang segala
wewenang vang tidak diserahkan kepada Direksi dan
Komisaris.

Komisaris adalah organ PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) yang bertugas melakulkan pengawasan dan
memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan PT BPR Bank Pemalang [Perseroda),

Komite adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perserody)
yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan
kegiatan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
Direksi adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)
vang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

!
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pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk
kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesual ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.

Kekaysan Daecrah yang Dipisahkan adalah kekayaan
Dacrah yang berasal dari APBD untuk dijadikan
Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Bank Pemalang
(Perseradal.

Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan
modal pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Penyertasm Modal Daerah adalah bentuk investasi
pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik
Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan
untuk diperhitunglkan sebagai modal /saham.

Laba Bersth adalah laba PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh
RUFS.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem
pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi
vang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan
antar pemangku kepentingan.

Chtoritas Jasa Keuangan vang selanjutnya disingkat OJK
afialah lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wowenang pengaturan, pengawasan, pemerilsasn, dan
penyidikan  sebagaimana dimaksud dalam  Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 2
BPFR Bank Pemalang (Perseroda) dalam melakukan

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktilc tata
kelola yang bailk dan berkelanjutan.

BAR TI
MAKSUD, TUJUAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

a.

memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan penyesusian nomenklatur menjadi PT BPR
Bank Pemalang (Perseroda) sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
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b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Pemslang
(Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daecrah
maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.
Pagal 4
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah;

b, memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

¢. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah
yang efektil, efisien, dan berdava guna sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahasan
vang baik: dan

e, memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan
Daerah Bank Perckonomian Ralkyat Bank Pemalang
selanjutnya disebat PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

BAB LI

JANGEA WAKTU BERDIRI

Pasal &

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) schagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 didiriken untuk jangka waktu yang tidak
terbatas.

Pasgal 7
FT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berkedudukan dan
berlantor pusat di Daerah.

BAB Il

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1) Kegiatan usaha FT BPR Bank Pemalang (Perseroda)
meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan, berupa deposito berjangks, tabungan,
dan/arau bentuk lainnyva yang dipersamalian;

b. menyalurken dana dalam bentuk kredit atau

pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat dan/atan
kredit usaha rakyat Daerah;
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¢. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk
kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;

d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana
dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank
lain,

2. melakukan kegiatan usaha penukaran vahita asing;

melakukan penyertaan modal pada lembaga
penunjang BPR milik Pemerintah Daerah scsuai
dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan
lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa
keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan
kepada nasabah;

h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atan
i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) selain melaksanakan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juge
dapat:

a. menghimpun dana dari  Permerintah  Daerah,
pemenintah desa, BUMD, dan badan layanan umum
daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamalcan;

b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam
layanan perbankan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. melakukan penyvaluran kredit usaha rakyat dan/atau
kredit usaha rakyat Daerah; dan/atau

d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan
fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur
alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari
Bupati sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kegiatan wusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), PT BPR Bank

Pemalang (Perseroda) dapat melalukan pembukaan

kantor cabang dan kantor kas,

Eencana pembukaan kantor cabang dan/atau kantor kas
PT" BPR Bank Pemaslang (Perscroda) sebagaimana
dimaksud pada avat (3] divsulkan oleh Direksi dan
selanjutnya ditelanh oleh Komisaris, sebagai bahan saran
dan pertimbangan yang digjukan dalam RUPS untuk
mendapat persetujuan.



jdih.pemalangkab.go.id

(3]

(6}

(7]

(1)

(2

(4

(5]

18]

{7}

7

Pembukaan kanior cabang dan/atau kantor kas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl g
antara lain dilakukan melalui program:

a. kemitraan;

b. kerjasama operasi; dan

c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sechagaimana

dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberiksan penugasan
kepada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untulk
mendukung perekonomian Daerah dan
menyelenggaralian fungsi kemanfaatan umum tertenty
dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda).

Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan
dari RUPS.

Setiap penugasan sehagaimana dimeksud pada ayat (1)

dapat didukung dengan pendanaan.

Pendanaan sebapaimana dimaksud pada avat (3] dapat
berupa:

a. Penyertaan Modal Daerah;

b. subsidi;

¢. peémberian pinjaman; dan/atau

d. hibah.

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) vang melaksanakan
penugasen schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
secara tegas melakukan pemisahan  pembukuan

mengenal penugasan tersebut dengan pembukuan
dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan,

Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, Direksi wajib memberikan laporan kepada
pemegang saham melalui RUPS,

Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
cleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB IV
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 10

(1) Sumber modal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat
bersumber dar:

a. Penyertaan Modal Daerah;
b. hibah; dan
¢. sumber modal lainnya.

2} Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, meliputi:

a, kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluasi aset; dan
. =gio saham,

(3) Sumber modal sebagaimana dimaksud peda ayat (2)
diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 11

Maodal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bersumber dari
Penyertaan Modal Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban
Daerah atas kerugian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 12

Modal dasar PT BPR Banlk Pemalang {Perseroda) ditetapkan
sebegar Rp50.000.000.000,00 {lima puluh miliar rupiah)
dimilild 100% (seratus persen) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Pemalang [Perscroda)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui
Penvertaan Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pagal 14

{1} Penvertaan Modal Daerah diterbitkan dalam bentuk
Saham.
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{2 Saham yang diterbilkan oleh PT BPR Bank Pemalang
{Perseroda) merupakan Saham atas nama,
(3) Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 15
{1} Saham memberilan hak kepada pemiliknya untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUFPS;

b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekaysan
hasil likuidasi; dan

c. menjalankan hak lainnya segual ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(2} Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam
RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Perubahan modal dasar sebageimana dimaksud dalam
Pagal 13 ditetapkan dengan Peraturan Daersh dan
keputusan RUPS.

(2] Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan
modal dasar dimuat dalam Anggaran Dasar.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Ssham,
pemindah tanganan Sabam, dan duplikat Saham diatur dalam
Angparan Dasar dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BABV
ANGGARAN DASAR

Pasal 18

(1) Anggarsn Dasar PT BPR Bank Pemalang (Persceroda)
dinyatakan dalam akta notaris sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2} Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pads avat (1),
meTnuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan fujuan;

¢. kegiatan usaha;

d, jangks waltu berdiri;

besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

jumlah Saham;

g. klasifilasi Saham dan jumlah Baham untuk tiap
klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap Saham;

h

o
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h, nilai nominal setiap Saham;

i. mnama jabatan dan jumiah anggota Komisaris, anggola
Direlsi;

j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan
RUFS;

k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian
anggota Komisaris dan anggota Direlsi;

1. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB V1
ORGAN PT BPR BANK PEMALANG [PERSERODA)
Bagian Kesatu

Tmum

FPasal 19
Organ PT BPR Bank Pemalang [Perseroda) terdiri atas:
a. RUPS;
b. Komisaris; dan
o, Direksi.
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas Komisaris utama dan anggota Komisaris.
Direksi sebagaimana dimeksud pada ayat (1) hurufl c
terdiri atas direlctur utama dan anggota Direksi.
Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesual  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 20

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 gyat (1)
huruf b dan Direksi sebagsimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) huruf ¢ harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan
integritas meliputi:

4.
b,

memiliki akhlak dan moral yvang baik;

mermniliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

memiliki komitmen yvang tinggi ferhadap pengembangan
operasional PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang sehat.




jdih.pemalangkab.go.id

(1}

(2]

(3]

()

3]

(&)

(7]

(1]

(2]

(2

11
Bagian Kedua
RUPS

Pasal 21

RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada
Direkai atau Komisaris sesual Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) dilaksanakan paling lambat & (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir,

RUPS Luar Biasa sebagaimeana dimaksud dalam Pasal 19
ayat {2) dapai dilaksanakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda).

Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang
berkaitan dengan PT BFR Bank Pemalang (Perseroda) dan
Direksi danfatau Komisaris, sepanjang berhubungan
dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan
kepentingat PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyvawarah
untuk mufakat dengan memperhatikan letentuan
persturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimena
dimaksud pada ayat (5) maka pengambilan keputusan
RUPS ditentukan oleh pemegang Saham pengendali

sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
.

Eetenituan lebih lanjut mengenai kedudulkan RUPS diatur
dalam Anggaran Dasar sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 22

Bupati selaku pemegang Seham pada PT BPR Bank

Pemalang (Perseroda) mempunyai kewenangan
mengambil keputusan,

Kewenangan mengambil  keputusan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada
pejabat Perangkat Daerah,

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat [3) untuk kebijakan terkait;

a. perubahan anggaran dasar;
b. pengaliban aset tetap;
e. Penghapusan aset tetap;
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d. kerja sama;

e. investasi dan pembiayaan termasul pembentukan
anak perusahaan danjatau penyertaan modal;

f. penyertaan modal Peomerintah Daerah bersumber
dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan
revaluasi aset, dan agio Saham,

g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan
Direlesi:

penghasilan Komisaris dan Direksi;

£

penctapan besaran penggunaan laba;

bt —
] n

pengesahan laporan tahunan;

k. penggabungan, pemisahan, peleburan,
pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank

Pemalang (Perseroda); dan

.  penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari jumlah kekavaan beraih PT BPR
Banlk Pemalang (Perseroda) dalam 1 [satu) transaksi
atau lebih.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

avat (3} ditetapkan melalui keputusan Bupati selalu
pemegang Saham.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 23
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Unsur lainnya sebagmmeaena dimaksud pada ayat {1) dapat
terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat
Pemerintah Daerah vang tidak bertugas melaksanakan
pelayanan publik.

Komisariz dari unsur lasinnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] dalam menjalankan tugasnya secara berkala
berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank

Pemalang (Perseroda) kepada Bupati.
Pasal 24
Komisaris bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda); dan
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b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direlesi
dalam menjalankan pengurusan FT BPR Bank
Pemalang (Perseroda).

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa

minimal;

a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan
yang baik;

b. memastikan pelalksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan OJK dan lembaga Pemeriksa lainnya;

c. pelaksanaan operasional;
d. kinerja; dan
e. penvelesaian hukum,

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dhlelkukan secara:

#. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
dan

b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Komisaria melaporkan hasil pengawasan kepada RUFS
dan membuat serta memelihara risalah rapat.

Pengawasan tata kelola vang baik sebagaimana dimakaud
pada ayat (2) hutruf a minimal dilakukan terhadap:

g, manajemen risiko;

b. sistem pengendalian internal;
keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
sistem telmologl informasi;

pengelolaan kepegawaian;

I -

pengadaan barang dan jasa;

gistem pengelolagn dan findak lanmjut pelaporan
pelanggaran;

h. penilaian kinerja Direksi;

Lo

i. rencana bisnis; dan
j. laporan dan pertanggungjawaban.
Pagal 25

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwecnang:

£

b,

menclaah rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang
|Perserodal;

menelaah neraca dan laporan laba rugl vang disampaikan
Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
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memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak
diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan
PT BPR Bank Pemalang (Perserodal;

menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank
Pemalang (Perserodal;

meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR
Bank Pemalang (Perseroda); dan

mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara,
rehabilitasi, dan pemberhentian angpota Direksi kepada
RUPS.

Pazal 26

Komisaris dalam me¢laksanakan tugas dan wewenang

ditetapkan pembagiannva oleh RUPS dan bertanggung
jawab kepada RUPS.

Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) dilakukan dengsn menyampaikan laporan
kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.

Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan
laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan
sckali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi
sesuai  dengan  ketenitusn  peraturan  perundang-
undangan.

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah
Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS,

Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimalksud
pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1
[satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai
Komisaris utama,.

Penentuan jumlah anggota Komisarizs sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat {3) dilakukan
berdasarkan asas efisiensi dan efekiivitas keputusan,
pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR
Bank Pemalang (Perseroda).




jdih.pemalangkab.go.id

(1)

(<)

(3]

(4]

[9)

(6]

15

Pasal 28
Komisaris diangkal untuk masa jabatan paling lama 4

(empat) iahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 {satu)
kali masa jabatan,

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus
memenuhi persyaratan sebagai berflaat:

a. sehat jasmani dan rohang;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, jujur, perilaku yang bafk, dan dedikasi
yang tinggl untuk memajukan dan mengembangkan
perugahaan;

c. menyediakan waktu yang culsup untuk melaksanakan
tugasnya;

d. kompetensi;
reputasi keuangan vang baik;

f. berijazah minimal Strata 1 (S-1);

g. berusia paling tingg 60 (epam puluh) tahun pada saat
mendaftar pertama kali dalam rangksian periode
pendaftaran saat ini; dan

h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala Daerahh atau calon wakil kepala Daerah,
dan/atau calon anggota legislatif.

Perasyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pads

ayat {2) huruf d meliputi:

a. memahami manajemen perbankan;

b. memililki pengalaman di bidang perbankan paling
sedikit 2 (dua) tahun;

¢, mmemiliki pengetahusan manajemen risiko; dan

d. memiliki penpgetahuan di bidang perbankan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) huruf b tidak terpenuhi tetapi 50%
(lima puluh persen) anggota Komisaris lainmya memilild
pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris
dapat memililki pengalaman di bideng lainnya.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuktikan dengan currictdum vitae dan/atau sertifikat
vang berkaitan sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Persyaratan reputasi keuangan sebagmimena dimaksud
pada ayat {2) huruf 4 meliputi:

a. tdak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
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b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum dicalonkan; dan

c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Ketentuan lebih lanjur mengenai persyaratan, tata cara

pengangkatan, dan/fatau pemberhentian  anggota

Komigaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 29

Angpota Komisaris tidak diperbolehlkan:

E.

(1)

(2

(1)

{2)

(1)
(2]

mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak
langsung pada PT BFR Bank Pemalang (Perserodal.

mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak
langsung pada badan hulum atau perorangan yang diberi
kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda).

Pasal 30

Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak
2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Wali Kota dan Waldl Wali Kota.

Pasal 31

Komisaris dapat menganghat seorang sekretaris untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris,

Pengangkatan dan pelaksanasn tugas sekretanis dibiayal
oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan PT BPR Bank
Pemalang {Perserodal.

Pasal 32
Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS,

Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) terdiri atas:

a. honorarium;

b. tunjangan;

¢. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja.
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Pasal 33

Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat {2) huruf a terdiri dart:

a, Komisaris utama, paling banyak 40% [empat puluh
persen) dari perighasilan Direktur Utama; dan

b. anggola Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh
persen| dari honorarium ketua Komisaris utama.

Turijangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) huruf b terdiri dari:

a. lunjangan hari raya;

b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
¢. tunjangan transportasi; dan

d. tunjangan jasa pengabdian.

Turjangan jaminan sosisl ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hwuf b dibenkan dengan
mengikutsertakan dalam program jaminan  sosial
ketenagakcrjaan sepamjang belum menjadi peserta
program jaminan sosial ketenagakerjaan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
sistemn jaminan sosial nasional.

Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pads
ayat {2) huruf d:

a. diberikan kepada Komisariz yang diberhentikan
dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir
yang telah melaksanakan tugasnva paling sedikit I
(satu) tahum;

b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan
atas perhitungan lamanyva bertugas dibagi masa
jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba
sebeliim dipotong pajak setelah disgudit dari tahun
sebelum tugasnya berakhir; dan

c. diberikan paling banvak sebesar 40% (empat puluh
persen| dan yang diterima oleh anggota Dircksi dengan
perbandingan penerimaan honorarium scbagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Komisaria diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e berupa:

a. Iasilitas kendaraan dinas;

b. fasilitas bantuan bhukum dalam hal terjadi
tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam
rangla mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)
sesual dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda); dan
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c. [asilitas keschatan dalam bentuk asuransi Kesehatan
pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi
lain dari jabatannya,

Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (2] huruf d paling

banyak scbesar 40% (cmpat puluh persen) dari yvang
diterima oleh direktur utama,

Pemberian  besaran  penghasilan  sesual  dengan

kemampuan PT BPR Bank Pemalang {Perseroda) dan

memperhatikan  aspek  transparensi, akuntabilitas,
efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewsjaran, kinerja, dan
rasionalitas serta sesual dengan kemampuan PT BPR

Bank Pemalang (Perseroda).

Bagian Keempat
Komite

Pasal 34

Untuk membantu dan mendukung pelaksanasn tugas dan
tangeuiig jawab Komisaris, Komisaris membentuk komite
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(<)

(3)

(4]

(3}

(1)

Bagian Kelima
Direksi
Pasal 35

Direksi Perseroan melakukan pengurusan terhadap PT
BPR Bank Pemalang (Perseraoda).

Direksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) diangkat
oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
paling sedikit (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada avat (3] dilakukan berdasarkan asas
efisiensi dan efektivitas penguarusan PT BPR Bank
Pemalang {(Persercdaj.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
bertugas:
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a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) meliputi:

1. menyusun pereticanaan;
2. pengurusan/pengelolaan;
3. pengawasan kegiatan operasional; dan
4, pelaporan.
b. menetapkan  kebijakan untuk  melaksanakan

pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Pemalang
{Perseroda);

¢. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT
BPR Bank Pemalang (Perscroda) kepada Komisaris
untuk mendapatkan persetujuan;

d. menyusun dan menyampaikan laporan pechitungan
hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Pemalang
|Perserodal;

e, menerapkan tata kelola yang baik;

f. menyclesaikan permasalahan hukum sesuai dengan
kewenangannya;

g menyvusun dan menyampaikan laporan vang
ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris uniulk
disahkan RUPS dan sclanjutnya disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan

1. melaksanakan tugas lamn sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyusunan dan penyampaeian rencana bisnis PT BPR

Bank Pemalang  (Perseroda] kepada  Komisaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling

sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan,

keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk

mendapatkan pengesahan sesual dengan keteniuan

peraturan perundang-undangan.

Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} huruf e minimal dilakukan terhadap:

a. manajemen risiko;

b. sigstem pengendalian internal;

c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;

d. sistem teknologi informasi;

pengelolaan kepegawaian;

pengadaan barang dan jasa;

L

b
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g. sistern pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan
pelanggaran;

h. ‘penilaian kinerja Direksi;

i. rencana bisnis; dan

j- laporan dan pertanggungjawaban.

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya
pengembangan PT BFR Bank Pemalang (Perseroday.

Pazal 37

Direksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
berwenang;

a.
b.

LR

(1]

mengurus kekavaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
mengurus pengelolaan kredit macet;

mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan
peraturan kepegawaian PT BPR  Bank Pemalang
{Perseroda) vang bersangkutan;

menetapkan penghasilan bagi pegawai;

menetapkan susunan organisasi dan tata kKerja PT BPR
Bank Pemalang (Perseroda) dengan persetujuan
Komisaris;

mewaldli PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) di dalam dan
di luar pengadilan;

menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan
hukum tertentu;

membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

membeli, menjual atan dengan cara lain mendapatkan
atanl melepasian aset milik PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menectapkan biaya perjalanan dinas Kormisaris dan Direksi
serta pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perserodal;

menetapkan pengelolaan kepegawaisn PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda); dan

melaksanakan wewenang lain berdasarken Keputusan
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paszal 38

Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) ditetapkan cleh RUPS.
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Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUFPS
dengan menyampaikan laporan secara periodik,

Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Direksi
menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undasngan,

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
paling sedikit 2 {dua) orang dan paling banyak 5 (limaj
orang serta salah satunya diangkat sebagai Direkfur
utama.

Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimans
dimaksud pada ayat (2] dilakukan berdasarkan asas
efigiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank
Pemalang (Perserada).

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
untuk masa jabatan paling lama 3 (ima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu] kali masa jabatan,
kecuali:

a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. dalam hal angeota Direksi memiliki keahlian khusus

dan/ateu prestasi yang sangat baik, dapat diangkat
untuk masa jabatan yang lketiga.

Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 40

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

harus memenuhi syarat sebagai berikut;

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, Kepemumpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
vang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;

c. kompetensi;
d. reputasi keuangan vang baik;
e. berjjazah minimal 5-1 (strata satu);
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f. pengilaman kerja minimal 5 {lima) tahun di bidang
manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah
memimpin tim;

g berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tabun dan
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tabun saat
mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode
pendaftaran saat ini; dan

h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala Daerah atau calon wakil kepala Dacrah,
dan/atau calon anggola legislatif,

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurof ¢ meliputi:

a. memahami manajemen perbankan;

b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang
memacdai dan relevan dengan jabatannya;

c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling
sedilcit 2 (dua) tahun;

d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
e, memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf d meliputi:

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direlsi
atau Komisaris yang dinyatakan  bersalah
menyebabkan suatu perusahasn dinyatakan pailit,
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pergyaratan sebagmmana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan curriculum vitoe dan/ataun sertifikat

yang berkaitan sesuai dengan ketentan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persvaratan, tata cara

pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi

digtur dalam Anggeran Dasar Perusahaan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 41

Angpota Direksi tidak diperbolehkan:

&

memililki hubungan keluarga atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan sesama anpggota Dircksi
dan/atau anggota Komisaris;
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baik secara sendin-sendiri maupun bersama-sama
memiliki Saham sebesar 25% (dua puluh lima persen)
atau lebih dari modal disetor pade Bank danj/atau
menjadi pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa
keuangan non-Bank;

merangkap jabatan pada bank, perusahaan non-Bank
dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi
industri BPR dan /atau lembaga pendidikan dalam rangka
peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR
sepanjang tidak menggangpu pelaksanaan tugas scbagai
Direksi BPR;

memberikan kuasa umum yang mengakibatkan
pengalihan fugas dan tanggungjawab Direlesi;

memanfaatkan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untulk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/fatau pihak lain yang
dapat merugikan ataw mengurangi keuntungan PT BPR
Bank Pemalang (Perseroda).

mengamhbil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
FT BPFE Bank Pemalang (Perseroda), selain remunerasi
dan fasilitas yvang ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS; dan

menjadi angegota komite audit, komite pemantau risiko
dan komite remunerasi dan nominasi.

Pasal 42

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas
pengurusan PT BPFR Bank Pemalang (Perseroda)
dilaksanakan oleh Komisaris sesuni dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Komisaris sebagaimena dimalksud pads ayat (1) dapat
merunjuk pejabat dari internal PT BPFR Bank Pemalang
{Perservda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi
sampeai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama
6 [enam] bulan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan scluruh anggota
Direksi dan seluruh anggota Komusaris, pengurusan PT
EPE Bank Pemalang {Perseroda) dilaksanakarn oleh RUFS
atal pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat
menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) wuntuk membantu pelaksansan tugas
pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sampai
dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota
Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
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Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayal (4)
hanya membantu pengurusan dengan tetap:
a, menjaga asct PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
b. melaksanakan rencana bisnis; dan
e. melaksanakan anggaran,

Pasal 43
Penghasilan Direksi ditetapkan clch RUPS.
Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
terdiri atas:
a. gaii
b. tunjangan;
fasilitas; danfatau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direlosi
sthagaimana dimaksud pada ayat (1) dianur dalam
Ampgaran Dasar.
Pagal 44
Angpota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas] hari
kerja;
b. ecuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap
akhir masa jabatan;
c. cutl sakit;
d. cuti karena alasan penting;
g. cuti melahirkan; dan
f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Dalam hal hak cuti besar gebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberiken
penggantian dalam bentuk uang scbesar 2 (dua) kali gaji
bulan teralkhir,

Anggota Direksi vang menjalanken cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan
penuhb.
Bagian Keenam
Rapat Komisaris, Diveksi, dan Pemepang Saham

Pasal 45

Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham
melakukan rapat dalam pengembangan usaba dan
pengelolaan PT BPRE Bank Pemalang {Perseroda).
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Rapat schagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. RUPS tabanan;

b. RUPS persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR
Bank Pemalang (Perseroda); dan

c. RUPS haar biasa.

RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
{2) huruf a diselenggarakan paling sedildt 1 (satu} kali
dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama
atau atas permintaan Direksi,

BAB VII
KEFEGAWAIAN

Pasal 40

Direksi dalam melaksanakan pengurusan PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda) dibantu oleh pegavai.

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pekerja PT BPR Bank Pemalang (Perserodal yang
pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan
kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian Kerja
atau Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
ketenagakerjaan.

Pegawai FT BPR Bank Pemalang (Perseroda) memperoleh
penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan,
tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
Penghasilan pegawai FT BPR Bank Pemalang (Perseroda)
sebagaimana dimaksud pada ayal (2] terdiri atas:

a.  ga

b. tunjangan;

c. [asilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif peketjaan.

Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sesual dengan rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang
{Perserodaj.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan
penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar

dengan berpedoman pada  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengikutsertekan pegawai
pada program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjsan,
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dana pensiun, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1}

(2)

(3

4]

(9]

(1]

(=)

(L)

[2)

Pasal 48

PT BPR Bank Pemalang (Perscroda) membayar iuran
dana pensiun bagi Komisaris, Direksi, dan Pegavrai.
Dana pensiun sebagaimans dimaksud pada ayat (1} selain
bersumber dari pembayaran juran PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) juge bersumber dari iuran dari Homisaris,
Direksi, dan Pegawai.

Beban biaya premi/iuran dana pensiun vang ditangeung
PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) diperhitungkan sesuai
derigan ketentuan perundang-undangan.

Dana pensiun diuntamakan yang melalul program pensiun
vang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial
Eectenagakerjaan sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh
direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.
Pagal 49

Dalam rangka peninglkatan kompetensi pegawai, PT BPR
Bank Pemalang {Perseroda) dapat melaksanakan program
peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengalokasilkan biaya
untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan paling
zedikit 3% dari total beban tenaga kerja tabun
sebelumnya,
BAB V11
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Perencanaan

Pazal 50

Direksi menyiapkan reticana bisnis PT BPFR Bank
Pemalang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka
walktu 5 (lima) tahun.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnys;
b. kondisi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda} saat ini;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana
bisnis; dan
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d. wisi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program
kerja.

Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris

untuk ditandatangani bersama.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada avat {1} yang
telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan
kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris
dan Direksi.

Pagal 51

Direlesi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
FT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang merupakan
penjabaran tabunan dar Rencana bisnis PT BPRE Bank
Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50.

Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank
Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. rencana rnci program kerja; dan
b. anggaran tahunan.

Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggsran
tahunan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) kepada
Komisaris peling lambat pada akhir bulan November
untuk ditandatangani hersama.

Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank
Pemalang {Perseroda) yvang telah ditandatangani bersama
Komisaris  disampaikan kepadsa RUPS untuk
mendapathan pengesahan.

Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR
Bank Pemalang {Perseroda) dalam tabun buku yang
bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 52

Pelaksanaan rencana kergja dan anggaran tahunan PT BPR
Bank Pemalang ({Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (4] dan avat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana
kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 dan Pasal 52 distur dalam Angparan Dasar.
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Bagian Kedua
Pelaporan

Paszal 54

Laporan Komisariz terdiri atas laporan trivulanan dan
laporan tahunan.

Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan
vang disampaikan kepada pemegang Saharn.

Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (2
dilaksanakan sesuai dengan kefentuan peraturan
perundang-undangan,

Pagsal 55

Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan
triwulaman dan laporan tahunan,

Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdin atas laporan kegiatan
operasional dan laporan kewangan yang disampaikan
kepada Komisaris.

Laporan tahunen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan
laporan manajemen yang ditandatangani bersama Dhireksd
Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dan ayat {3) disampaikan kepada
pemegang Sahan.

Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentnan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 56

Tahun buku PT BPR DBank Pemalang (Perseroda)
disamakan dengan tahun takwim.

Penggunaan laba PT BFR Bank Pemalang (Perseroda)
ditetapkan dalam RUPS.

Pembagian Laba Bersih PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) setelah dikurangi pajak vang telah disahkan
oleh RUPS meliputi:

g. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang
Saham 55% (lima puluh lima persen);

h. cadangan 20% (dua puluh persen);
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¢, tangpung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga
perseny);
d. tantiem 4% (empat persen);
e, jasa produksi 8% (delapan perscn); dan
[, dana kesejahteraan 10% (sepulubh persen).

Pembagian Laba Bersih PT BPR Bank Pemalang
(Persernda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 57

Dividen hanya boleh dibagikan apabila perséroan mempunyai
saldo laba yang positif gesuai ketentuan peraturan perundang-
undangamn.

(1)

(2)

i3]

(4}

BAB X
PRINSIP DAN TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 58

Operasional PI. BPR Bank Pemalang (Perserodas)
dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh
Komisaris.

Standar operasional prosedur scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} harus memenuhi unsur perbailan secara
berkesinambungan.

Standar operasional prosedur sebagsimana dimaksuod
pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:

&, Organ;
b. organisasi dan kepegawaian;
keuangan;

C
d. pelayanan pelanggan;

¢. risiko bisnis;

& pengadaan barang dan jasg;

g- pengelolaan barang;

h. pemasaran;

i. penelitian dan pengembangan; dan
j- pengawasan.
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Ketentuan mengenai standar operasional prosedur

‘scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Tata Kelola

Pasal 59

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank
Pemalang [Perseroda) melaksanakan prinsip:

a.

peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR
Bank Pemalang (Perseroda);

tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:

1. (transparansi,

2. akuntabilitas;

3. pertanggungjawaban;

4, kemandirian; dan

5. kewajaran.

peningkatan kualitas perencanaasn, pelaksanaan,
dan pengendalian usaha.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

.
b,

mencapal tujuan FT BPR Bank Pemalang (Perserodal;

mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Pemalang
[Persernda) agar perusahaan memililda dava saing
yang kuat, baik sccara nasional maupun
internasional;

mendorong pengelolaan PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif,
serta memberdayaken fungsi dan meningkatkan
kemandirian organ PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda);

mendorong agar organ PT BPR Bank Pemalang
{Perseroda) dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilal moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta kecsadaran tanggung
jawab sosial PT BPR Bank Pemalang [Perseroda)
terhadap pemangku kepentingan maupun
kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank
Pemalang (Perserodaj;

meningkatkan kontribusi PT BPRE Bank Pemalang
{Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
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f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bag
perkembangan investasi nasional.

Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:

a. Aspek pemegang Saham;
b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang

Drireksi;

c. pelaksanagn tugas, tanggung jawab, dan wewenang
Komisaris,

d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;

e. penanganan benturan kepentingan

f. penerapan fungsi audit internal;

g. penerapan fungsi audit eksternal;

h. penerapan manajemen risike dan strategi anti

kecurangan, termasuk pengendalian internal;
i. batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank
Pemalang {Perseroda)

j. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
dan

k. rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan ayat (2] ditetapkan oleh Direksi.

BAB Xl
KEPAILITAN

Pasal &0

PT BPR Bank Pemalang {Perseroda) dapat dinyatakan

pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Direksi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) hanva dapat
mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR
Bani Pemalang (Perseroda) dinyatakan pailit setelah
memperoleh perasetujuan dari kepala Daerah dan DPRD,
untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS,

Dalam hal kepailitan terjadi Karena kesalahan atau
kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Pemalang
(Perseroda) tidek cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan  tersebut, maka setiap angpota Direksi
bertanggung jawab sccara tanggung renteng stas
kerugian dimakesud.
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Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3|
berlaku juga bagi anggota Direksi yvang sudah tidak
menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Pemslang
[Perseroda) dinyatakan pailit,

Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat membulktikan bahwa kepgilitan bukan
karena kesalahan atau kelalaiannys, maka anggota
Direksi yang bersangkutan tdaek bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XII
PEMBINAAN DAN FENCGAWASAN

Pasal 61

Pemerintah Daerah melakukan pembinasn terhadap
pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pembinaan sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
dilaksanekan oleh:

a. Sckretaris Daesrah;

b. pejabat pada Pemerintah Daerah vang melakukan
fungei pembinaan teknis BUMD; dan

c. pejabat pada Pemerintah Daerah yvang melaksanakan
fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris
Daerah.

Pasal 62

Sekretaris Daerah melaksanaksn pembinasn terhadap
pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda} padas
kebijakan vang bersifat stratepis.

(1}

(<)

Pasal b3

Pejabat pada Pemenntah Daerah yvang melakukan funpgsi
pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas mefakukan:

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. pembinaan Kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

[. administrasi pembinsan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Penetapan pejabat pads Pemerintah Daerah yang
melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan

dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat
Daerah yvang menangani BUMD.
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Pasal 64

(1] Pengawasan terhadap PT BPR Bank Pemalang (Perserodal
dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawsasan
eksternal.

(2] Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaluikan oleh satuan pengawas internai.

(3] Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Dacrah
vang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 65

{1} Unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat [2)
melakukan pemantsuan dan evaluasi secara berkala
paling sedilkit setiap 3 (Hga) bulan.

{2) Peméntsuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan

persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas PT BPR
Bank Pemalang (Perserodal,

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja
Perusahaan Persercan Dacrah Bank Perkreditan Ralyat Bank
Pemalang beralih pada PT BPRE Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 67

Pelaksanaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 dilakukan setelah proses pengalihan saham milik Koperasi
Karyawan Bank Pasar Mandira menjadi saham milik
Pemerintahh Daerah melalni pembelian saham dengan
persetujuan RUPS.

Pasal 68

Komisaris, Direlksi, dan pegawai PT BPR Bank Pemalang

(Perseroda) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

berakhimmya masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS,

Keputusan Direls: atau perjanjian kerja yang bersangkutan,
BAB X1V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Pads saat Peraturan Daerah ini mulai berfaku, maka:
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a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA

TENGAH: (3-178/2025
( / ) Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

k] 1
. S ok L""
ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.

PEMBINA
NIP. 197810292006041008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK PEMALANG

. UMUM

Peraturan Dacrah ini disusun sebagai bentuk penyesusian
terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK], yvang secara
resmi mengganti nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat (BPR)' menjadi
"Bank Perekonomian Rakvat ({BPR!". Perubahan nomenklatur ini
merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan konsolidas:
sckior perbankan nasional, khususnya lembaga keuangan mikro seperti
BPR, agar lebih relevan dan mampu menjawab tantangan ekonomi modern
serta inklusi keuangan.

Sebagal tindak lanjut dari perubahan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Pemalang perlu menyesuaikan bentuk dan nama badan hukum
dari PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) menjadi PT
Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda). Penyesuaian ini
bersifat administratif dan legal. namun memiliki implikasi penting dalam
menjaga kepatuhan terhadap regulasi nasional dan kesinambungan
vperasional bank daerah milik pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini juga menegaskan status badan hulam Bank
Pemalang sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang didirikan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomeor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Dagrah, Dengan demikian, seluruh ketentuan
mengenad tata kelola, modal dasar dan disetor, organ perusahaan, serta
pengawasan dan pelaporan, disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Tujuan utama perubahan ini adalah:

1. Menyelaraskan nomenklatur dan legalitas enfitas usaha daerah detigan
regulasi terbaru di sektor keuangan,

2. Menjamin keberlanjutan operasional Bank Pemalang sebagai lembaga
intermediasi keuangan yang sehat, profesional, dan berdaya gaing.

3. Mendukung agenda inklusi keuangan, pemberdayaan UMEM, dan
periguatan ehonomi lokal melalui fungsi intermediasi keuangan yang
dijalankan oleh BPR milik daerah.
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Peraturan Daergah ini juga memberikan ruang penyesuaian
terhadap anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan organ
perusahaan, dan ketentuan lain yang diperlukan untuk menjaga
kepatuhan terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
ketentuan teknis lain di sektor perbankan,

Dengan disahlkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan PT Bank
Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) dapat terus berkembang
sebagai instrumen strategis Pemerintah Daergh dalam meningkatkan
kesgjahteraan masyarakal, memperkuatl ekonomi keérakyatan, dan
menciptakan kemandirian fiskal deserah melalui kontribusi dividen dan
pelayanan keuangan berbasis lokal,

PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Culkup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Culkup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pagal 10

Ayat (1)

Culcap jelas,
Avat (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan" adalah
penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan untuk
memperkuat modal dan tujuan tertentu yang penggunaannya
ditetapkan oleh Direlsi atas pertimbangan Komisaris dan
mendapat persetujuan RUPS,
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi asct” adalah
keuntungan vang berasal dari penilaian kembali aset yang
dimiliki PT. BPR Bank Pemalang (Perscroda) schingga
mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan miiai

wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "agio Saham” adalah kekayaan bersih
perusghaan yang berasal dari penilaian atau penjualan
Saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat
perusahaan dibentuk atau sclisih lebih setoran pemegang
Saham di atas nilai nominalnya jika Saham tfersebul
dikeluarkan dengan nilai nominal.

Avat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Culkup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pagal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat [2)

Hak suara khusus adalah hak untuk mengambil keputusan
sirategis atau memberikan persetuiuan terhadap keputusan
penting dalam perusahaan, seperti Perubahan Angpgaran Dasar,
Pengangkatan /Dismissal Dircksi dan Komisaris, Merger,
Almuisisi, atau Pembubaran BUMD, dan Penentuan inveslasi
besar.

Pagal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pagal 18

Cukup jelas.
Pagal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas,
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Pasal 21
Culp jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Paszal 27
Culcap jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Hurufa
Culkup jelas.
Huruf b
Culup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Culoup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Yang dimaksud "tidak sedang menjadi pengurus parta
politik® adalah termasuk juga tidak menjadi angpota partai
politik.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayat {4)
Cukup jelas.



jdih.pemalangkab.go.id

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (B)
Culoup jelas.
Ayat [7)
Cukup jelas,
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pagal 33
Cukup jelas.
Pasal 33
Culup jelas,
Pasal 34
Cukup jclas.
Pasal 35
Culcup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas,
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Avat (1)
Huruf a
Culup jelas.
Hurufl b
Cukup jelas.
Hurul ©
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

29
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Hurufe
Cukup jelas.
Huzruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud "tidak sedang menjadi pengurus partai
politik™ adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partat
politik,
Avat {2)
Cukup jelas.
Ayat {3
Cukup jelas.
Ayal (4]
Culkup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 41
Culcup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Culkup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas,
Pasal 45
Culcup jelas,
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pagal 50
Culoup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Culoup jelas,
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